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BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR .
NOMOR S TAHUN 2022
- TENTANG |
RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam NMegeri

Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, guna tersedianyz
pedoman dan acuan dalam penetapan arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijokan
umum dan program Perangkat Daerah (P™ vang disertai
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yangz
bersifat mdlkatxf pada masa transisi 2023-2026 d1perlu}(an
‘dokumen perenicanaan daerah;

. bahwa. dalm rangka penye‘en garaan  pemerintahan,

pengelolaan  pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Kabupaten -
sebagal pedoman bagi Penjabat Bupati Aceh Besar tahun.
2023-2026 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan -
Pembangunan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Besar tentang Rencana Pembangunan Ka bDupater
Aceh Besar Tahun 2023-2026; :

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 1092);
Undéng—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Periyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-undane. ..
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomcr 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentqhg Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633); S ‘
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatlaan
kuang (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

_ terakhir. dengan Undang-Undang Nomor 9 Takun 2015

10.

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan.Daerah (Lemba;an Negara
Republik Indonesia- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas - Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-15) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

11. Undang-Undang......
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12.

13.

14.

15.

16.
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18.

19.

20.

21.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Pexaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara' Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); ’
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pérangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a

Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses Perencanaan dan  Penganggaran

 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056},

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaian Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nemor 2, Tambah4an Lembaran Negarn Repubtm:
Indonesia Nomor 6178);

. Peraturan- Pemerintah No'mor 12 Tahun 2G!9 ‘tenta-ﬂg

Perigelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 1 Negara Repubhk
Indonesta Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones1a Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan . Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} Tahun
2020 -2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana -Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka ' Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

22. Peraturan Menteri..... \f
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22.

23.

24.

25.

26.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemennfah Nomor
13  Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Momor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pe‘r’an'gkat Daerah Kabupatén
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor
55);

. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangks Panjang Daerah Kabunaten
Aceh Besar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Acch
Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Liiubaran Kabupaten
Aceh Besar Nomor 57); , — : -~

Qanun Kabupaten-Aceh Besar Nomor 2 Tahun -2019 tentang
Renicana Pemibangunan Jangka Menengah habupaten -Aceh

-Besar -Tahun 2017-2022 (Lembaraz Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh

: Besar Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEZl BESAR TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: .
Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur-

1.

dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan

prinsip Negara

Kesatuan Repubiik Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

t

2. Pemerintahan Kabupaten.... rﬁ
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Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

Pemerintah Daaerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar; ' ' '

Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten ‘Aceh Besar yang dipilih

-melalui suatu prosessdemokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung,

umu, bebas, rahasia, jujur dan adil;
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan vang menjadi

- kewenangan Kabupaten; '

0

10.

11.

12.

13.

14.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan
Tahun 2025; - o o
Rencana Fembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang
selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun
2024,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya. disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan

Acen untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampatl dengan -

T‘apun 2025;

- Rencana Pembangﬁnan Aceh Tahun 2023-2026 yang selanju inya disebut RPA

dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2626; ) o :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun

adalah dokumen peréncanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun

2005—202’5 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan |

‘pembangunan daefah untuk periode 20 (dua puluh) tahun t‘erhitung sejak

Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025; .

Rencana Pembangunan Kabupateri Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disebut RPK Aceh Besar adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun
2023 sampai dengan Tahun 2026; :

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selarjutnya disingkat RKPK adalah
dokumen perencanaan Kabupaten untul periode 1 {satu) tahur. atau disebut
dengan rencana pembangunan tahunan Kabupeten; '
Rencana Strategis PD Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD,
adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 4 (empat) tahun dari Tahun
2023 sampai dengan Tahun 2026; 4 A ,
Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Rencana Tata.... \’ﬁ

-



15.

16.
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2032 yang
selanjutnya disebut RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan
tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administrasi;

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

- periode perencanaan,

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.1

4.

25.

26.

27.

28.

Misi adalah rumusan umum mengenau upaya-upaya yang akan dllaksanakan
untuk mewujudkan visi; :
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program mdlkauf untuk
mewujudkan visi dan misi;
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atarul
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
Kebijakan adalah arah/tindakan vang diambil oleh pemermtah daerah untuk
mencapai tujuan;
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK 'atau-rriasyarékat, dikoordinasikan oleh
pemeri'ntah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah; ‘
Kinerja ‘adalah keluaran/hasil dari keglatan/program yang akan atau telah
dicapai schubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur;
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
untuk rnasukan, proses, keluaran, hasil, marfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu 'program’ratau kegiatars -
Kerangka pehdanaan, adalah "program dan kegiatan yang disusuin untuk
mencapai seacaran hasil pembangunan vang pendanaannya diperoleh dari
anggaran - pemerintah - kabupaten, sebagai bagian integral dari “upaya
Dembangunan Kabupaten secara utuh;
Bersifat indikatif adalah bahwa data dan mformasx baik tentang sumber daya
yang diperlukan maupun keluaran dan uampak yang tercantum di dalam
dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dlCdpal dan tidak
kaku;
Pembangunan Kabupaten adalah pemanfaatan sumber daya yanq dimitiki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja,  lapangan berusaha, akses terhadap
pengeimbilan kebijakan, berdaya saing, maupun - peningkatan indeks
pembangunan mar-usia, :
Perencanaan pembangunan daerah adalah stai. proses penvusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai ansur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Xabupaten yang selanjutnya disingkat APBK
adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun
Kabupaten;

29. Standar pelayanan.... V{i
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29. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;

30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
| adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perciicanaan dan bidang penelitian dan pengembangan,

. ‘meliputi peréncanaan,, pengendalian dan m'a’uasx pembangunan daerah,

pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya

* alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta penelitian dan pengembangan, yang

menjadi kewenangan Kabupaten, dan menyelenggarakan tugas dekonsentrasi
dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. :

BAB [1
RPK ACEH BESAR

Pasal 2

(1) RPK Aceh Besar merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024, RPA 2023-
2026, RPJP Kabupaten Aceh Besar 2005-2025 dar: Isu Strategis Aktual.

{(2) RPK Aceh Besar Tahun 2023-2026 memuat Tujuan Sasaran, 3trategi, Arah
Kebijakan, Program Pricritas, Keuangan Daeah dan Pregram Peraagkat
Daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika RPK Aceh Besar sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dlsusun sebagai berikut: : ’

BAB 1 'Pendahuluan

BAB 11 Gambaran Umum

BAB Iil Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

BAB V Tujuan dan Sasaran

BAB VI  Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

BAB VIl  Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah : '

BAB VIIT Kinerj« Penyelenggaraan Pemc rintahan Daerah

BAB IX  Penutup

(2) Sistematika RPK Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rinci
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

RPK Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) berfungsi sebagai:

a. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah {Renstra
PD); dan

b: Pedoman Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penyusunan dan
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

\
4

Pasal 5

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten
Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati- ini. merupakan
pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan
kemampuan keuangan dan ’penerimaan Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan
kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar
setiap tahunnya. - ‘

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Pasal 6

i Penjabat Bupat1 melakukan pengendahan dan evaluasi terhadap Per cnmnagw
Pembangunan Kabupaten Aceh Besar.,

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana ‘dlmaksud pada ayat (1) r’neliput_i:‘

a. kebijakan perencanaan RPK; dan
b. pelaksanaan RPK. -

(3) Tata cara pengendahan dan evalua31 pelaksanaan RPK sebagarnana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perzturan perundang-undangan.
BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGI NAN KABUPATEN
TAHUN 2023-2026

Pasal 7

(1) Perubahan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026

dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian .

antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang
signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan,;

c. Terjadi perubahan mendasar, dan

d. Terjadi kebijjakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan
perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

T
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(é) Perubahan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan tanpa melalui

tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan;

Ferubahan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPK dan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah.

S ) f ‘_\V»i'_BABV'
KETENTUAN PENUTUP
Paéal 8
Peratufaﬁ Bupati ini mulai-berlaku pada tanggal Adiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pehernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 Maret 2022 M
11 Sya’ban 1443 H

[‘BUPATI ACEH BESAR, 5‘3’1

T
MU

?5 MAWARDI ALI

“

Diundarigkan di Kota Jantho
pada tanggal _14 Maret 2022 M -
- - 11 Sya’ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH _
T\gKABUPATE"\I ACEH BESAR, l

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 9




